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ABSTRAK 
 
Nama  : Sitti Nuraulia Insani 
 
Nim  : 10400114376 
 
Jurusan : Ilmu Hukum 
 
Judul  : Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
 
 
Penulisan skripsi ini menitik beratkan penelitian tentang Pelaksanaan 
Pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana syarat dan tata cara 
pemberian asimilasi yang di berikan kepada narapidana dan faktor penghambat dalam 
proses pelaksanaan pemberian asimilasi sebagai bentuk pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar.  
 
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terdapat pelaksanaan Asimilasi. 
Untuk mendeksripsikan hal tersebut penelitian menggunakan metode  Yuridis 
Empiris dan menggunakan, teknik wawancara, obeservasi dan dokumentasi.  
 
Hasil dari penelitian ini yaitu Asimilasi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar terbagi menjadi dua yaitu Asimilasi di dalam 
Lapas, dan Asimilasi di luar Lapas sudah sesuai dengan peraturan dan undang-
undang yang mengatur program Asimilasi tersebut. Faktor penghambat pelaksanaan 
Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu masih adanya 
masyarakat yang belum mau menerima Narapidana untuk kembali ke lingkungan 
masyarakat, kurangnya motivasi oleh pihak Lapas untuk narapidana, tidak adanya 
bentuk kerjasama antar pihak ketiga kepada Lapas terkait program pembinaan 
Asimilasi. Sehingga pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar cukup efektif terlihat dari narapidana yang tidak berAsimilasi kurang 
percaya diri untuk keluar berinteraksi dengan masyarakat, dan ada beberapa yang 
berAsimilasi yang awalnya takut dan kurang percaya diri bertemu dengan 
pengunjung menjadi lebih berani dan percaya diri  bertemu dengan pengunjung dan 
juga penerima dari pengunjung yang cukup baik dengan mau berinteraksi dengan 
narapidana. 
 
Kata Kunci: Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
hukum. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 
1945 yang merupakan konstitusi. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar hanya 
memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok saja, akan 
tetapi akan dikembangkan lebih luas lagi dengan aturan-aturan dan ketentuan- 
ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan dan ketetapan lainnya baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis. Dari bentuk-bentuk peraturan maupun ketetapan, 
baik yang tertulis atau tidak tertulis inilah dapat ditemukan istilah yang disebut 
dengan Hukum Positif Indonesia. 
Hukum Positif Indonesia, salah satunya mengatur mengenai Hukum Pidana, 
baik yang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana 
Narkotika merupakan salah satu jenis dari tindak pidana khusus, akan tetapi 
bentuk perumusan jenis dari sanksi tindak pidana narkotika ini sejalan dengan 
ketentuan hukum pidana umum, yaitu ketentuan Pasal 10 KUHP berupa pidana 
mati, pidana penjara, denda, dan kurungan.1 
Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang 
paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.Pengaruh langsung 
dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana.Pemidanaan 
disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan 
                                                          
1AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika.(Jakarta Timur: Sinar Grafika)  h. 213. 
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harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat yakni (1) kemanusiaan, dalam 
arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan 
(2) edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya 
dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang 
positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.2 
Mengenai pidana penjara ini, diatur  secara khusus dalam Undang- Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan peraturan 
pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat 
berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian 
akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan 
menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi 
tindak pidana yang pernah dilakukan,. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan 
narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab 
itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan 
masayarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun 
dengan sipa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani 
pidananya.3 
                                                          
2Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan Cet.IV 2014.(Jakarta: Sinar Grafika) h. 22. 
3Adi Sujato, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri. (Jakarta : 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI, 2004), h. 22. 
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Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya 
mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lapas 
dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal , tahap 
lanjutan, dan tahap akhir.4 Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut 
adalah sebagai berikut:5 
1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana 
tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa 
pidananya. 
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu: 
a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap 
awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya. 
b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap 
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. 
c. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan 
tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana 
yang bersangkutan. 
Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan 
terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan 
rehabilitatif, yaitu pendekatan yang mengangap pelaku pelanggar hukum sebagai 
pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini, hakikat 
                                                          
4Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.  
5 Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “treatment”. 
Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan 
dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina 
pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan 
terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi 
harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk 
menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan 
sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai 
orang yang baik dan berguna (resosialisasi).6 
Manusia menurut kodratnya memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam 
menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain, tidak seorang pun manusia 
yang tidak mempunyai hak (Pasal 113 KUH Perdata), tetapi konsekuensinya 
bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya, jadi hak pada satu 
berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. 
Seseorang tidak menggunakan haknya secara bebas sehingga menimbulkan 
kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.7 
Sejatinya kehadiran hukum untuk berusaha mendamaikan kepentingan-
kepentingan manusia yang terkadang bertentangan antara satu dengan yang 
lainnya, baik pertentangan yang terjadi karena unsur kesengajaan atau kelalaian, 
jika hukum tidak mampu mendamaikan antara mereka, maka pertentangan 
                                                          
6Suwarto, Individualisasi Pemidanaan.(Medan : Pustaka Bangsa Press, 2013), h. 86 - 87. 
7 Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, Pengantar Ilmu Hukum.(Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014), h.39. 
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kepentingan akan meningkat menjadi pertikaian, bahkan dapat menimbulkan 
peperangan antara kelompok dengan kelompok lainnya.8  
Sistem kepenjaraan yang dianggap memiliki kekurangan karena tidak sesuai 
dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia terus mengalami 
penambahan dan perbaikan sehingga sampailah pada usaha untuk menggantikan 
sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya 
sistem pemasyarakatan hanya membatasi kebebasan bergerak individu saja 
sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap diperhatikan. 9 
Hukuman berupa penderitaan bagi pelaku kejahatan atau sistem kepanjaraan 
dikenal pada zaman penjajahan yang diawali dengan sikap diskriminasi bagi 
masyarakat Indonesia. Barulah pada tahun 1964 indonesia melahirkan sistem 
pemasyarakatan yang dicetuskan oleh sudarto yang bertujuan tidak hanya 
memberikan hukuman tapi juga membimbing narapidana agar dapat bertobat dan 
menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai orang yang telah melakukan 
kejahatan dan menciptakan keresahan dimasyarakat diharapkan melalui sistem 
pemasyarakatan ini narapidana dapat mempermudah reintegrasi mereka dengan 
masyarakat dikemudian hari. Permasalahan tidak hanya terjadi didalam lembaga 
pemasyarakatan tapi juga masalah yang akan dihadapi setelah keluar dan kembali 
menjadi bagian dari masyarakat.  
Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah: 
“suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara  pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu 
                                                          
8 Ahkam Jayadi, Memahami Tujuan Penegakan Hukum.(Yogyakarta: Genta Press, 2015), 
h.21. 
9Natas George Bulo. “Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana di Rumah 
Tahanan Negaran Kelas IIB Kab. Tanah Toraja”. Skripsi: (Bagian Hukum Pidana, 2013), h. 2. 
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antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan meperbaiiki diri 
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat 
hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung 
jawab.” 
 
Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan 
bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 
warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 
dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung 
jawab.” Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah 
bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai 
warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan 
warga binaan pemasyarakatan nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut 
membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam 
pembangunan. 
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 
dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated 
criminal justice system). Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau 
dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan 
hukum. Posisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam 
sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari 
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sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, 
bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (supression of crime).10 
Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan 
masyarakat disamping untuk mencegah diulanginya kejahatan serta perlindungan 
terhadap masyarakat, diharapkan dapat lebih menumbuhkan partisipasi dari 
masyarakat demi keberhasilan sistem pembinaan. 
Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terkhusus pada sistem 
pembinaan pemasyarakatan, salah satunya yaitu pemberian Asimilasi, yang 
merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan. 
Asimilasi merupakan bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum 
dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 
Apabila dicermati pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan, telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak 
narapidana, yaitu pasal 14 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal 29 ayat (1). Dalam 
pasal-pasal tersebut hak-hak warga Negara diatur dan dijamin, mengingat adanya 
pengakuan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka 
diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. 
Maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan 
                                                          
10Suwarto, Individualisasi Pemidanaan.(Medan : Pustaka Bangsa Press, 2013), h. 84. 
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Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan beberapa 
ketentuan lainnya, telah di atur sebagai penunjang pelaksanaan dalam Undang-
Undang tersebut. 
Salah satu tahapan dalam proses pembinaan narapidana yang 
pelaksanaannya dapat dinilai tidak sempurna adalah Asimilasi narapidana. 
Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam 
masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial narapidana menjadi bagian 
dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik 
untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah 
memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan.  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menjalankan program 
Asimilasi narapidana yaitu Asimilasi dalam LAPAS serta Asimilasi luar LAPAS, 
yang keduanya dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga 
maupun dilaksanakan secara mandiri. Asimilasi dalam LAPAS dilaksanakan di 
dalam lingkungan LAPAS dengan membaurkan warga binaan dengan para 
pengunjung LAPAS pada jam-jam besuk warga binaan atau kepada para petugas 
LAPAS. Petugas lembaga pemasyarakatan memberikan pekerjaan yang bisa 
dilakukan di dalam LAPAS, antara lain mempekerjakan warga binaan sebagai 
tahanan pendamping dan pertukangan.  
Asimilasi luar LAPAS secara mandiri dilaksanakan di luar lembaga 
pemasyarakatan namun tetap berada di lingkungan LAPAS. Adapun pekerjaan 
yang dilakukan adalah membuka menjadi petugas parkir, serta berkebun atau 
bertani di belakang bangunan lembaga pemasyarakatan. Tahap Asimilasi 
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merupakan pintu gerbang bagi lembaga pemasyarakatan untuk menunjukan hasil 
dari pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan 
bahwa narapidana telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Keberhasilan dari 
proses ini memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk dapat menerima 
kehadiran mereka dan bersedia untuk ikut membimbing narapidana tersebut agar 
tidak mengulangi kesalahannya. 
 Dalam hal ini, proses Asimilasi dapat dilakukan di dalam LAPAS 
walaupun adapula pekerjaan yang dilakukan diluar LAPAS, namun hanya sedikit 
narapidana yang dapat merasakannya karena terbatasnya pekerjaan yang bisa 
diberikan oleh LAPAS. Akibatnya, kesempatan narapidana untuk berbaur dengan 
masyarakat umum hanya sedikit dan lebih banyak bergaul dengan masyarakat di 
dalam LAPAS. Padahal kondisi masyarakat di dalam LAPAS sangat berbeda 
dengan kondisi masayarakat di luar LAPAS. Maka patutlah jika narapidana 
merasa terasing saat kembali ke lingkungan masyarakat yang sebenarnya, sulit 
mendapat pekerjaan, sehingga mengulangi tindak pidananya. 
Adanya permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terkait 
tentang proses pembinaan Asimilasi yaitu salah satu hak yang miliki narapidana 
yaitu untuk mendapatkan pembinaan Asimilasi, karena dalam penelitian di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar masih terdapat narapidana yang 
belum mengetahui tentang program pembinaan Asimilasi, tidak terpenuhi hak 
narapidana dan mekanisme yang belum jelas bagi narapidana untuk mendapatkan 
pembinaan Asimilasi, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal-hal tersebut 
untuk menegetahui lebih lanjut mengenai bagaimana syarat, tata cara pemberian 
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Asimilasi dan faktor-faktor penghambat dalam pemberian Asimilasi. Maka dari 
itu penulis mengambil judul skripsi “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi 
Bagi Warga Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Asimilasi di Lembaga 
Permasyarakatan Kelas I Makassar? 
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pemberian Asimilasi bagi warga 
binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus  
1. Fokus Penelitian  
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga 
binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Untuk memperjelas 
maksud judul yang diangkat dalam penelitian ini, penulis akan memberikan 
pemahaman lebih lanjut dan terfokus pada penelitian ini yaitu Tentang Bagaimana 
peran Pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.  
2. Deskripsi fokus  
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga 
binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Deskripsi fokus 
diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap 
variabel-variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun penjelasannya 
sebagai berikut: 
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a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terpeinci,implementasi biasanya 
dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap. Secara sederhana 
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildvsky 
mengemukakan pelaksanan sebagai evaluasi, Browne dan Wildavsky 
mengemukan pelaksanaan alasan perluas aktivitas yang saling 
menyesuaikan11. 
b. Pemberian memliki 3 arti, pemberian berasal dari kata dasar beri, 
pemberian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan 
dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberian memiliki 
arti kelas nomina atau kata benda sehingga pemberian semua benda dan 
segala yang dibedakan. 
c. Pengertian Asimilasi Berdasarkan pasal 1 ayat 4 keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia No 03 Tahun 2018 Tentang Asimilasi, 
Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas: 
Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang 
dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam 
kehidupan masyarakat. 
d. Warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik 
pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. (pasal 1 Angka 5 UU Nomor 
12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan).  
                                                          
11 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis kurikulum, (Jakarta: PT AJA Grafindo 
Persada, 2002) h. 70 
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e. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 
tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. (pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan). Adanya Cuti Menjelang Bebas di Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu hal yang perlu di perhatikan 
karena Asimilasi merupakan program pembinaan yang nantinya warga 
binaan setelah mendapatkan Asimilasi dapat berkelakuan baik, dan 
memperbaiki diri sebelum dia bebas sepenuhnya, dan sebagai motivasi 
bagi warga binaan dengan mempersiapkan diri untuk menjalani 
kehidupan bersama keluarga kelak dia telah bebas dari masa tahanan.  
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaturan bagi warga binaan untuk mendapatkan 
Asimilasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat pemenuhan 
pemberian Asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Permasyarakatan 
Kelas I Makassar. 
E. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun  praktis 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang tatacara 
pelaksanaan pemberian Asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan 
dan untuk mengetahui apakah pemberian Asimilasi sudah tepat untuk memenuhi 
hak-hak warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan 
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2. Manfaat Praktis  
Secara praktis dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang tatacara 
hukum pidana dalam pemberian hak Asimilasi bagi warga binaan apakah telah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 03 Tahun 
2018 dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang akan melakukan 
penelitian yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Lembaga Pemasyarakatan 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “lembaga adalah organisasi atau badan 
yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha”12. Dan disebutkan pada Pasal 1 
ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan : 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan 
Pemasyaratan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang 
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 
pidana. 
 
Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal 
sebagai rumah penjara yakni dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan 
pidana-pidana tertentu oleh hakim, untuk menjalankan pidana mereka. Sahardjo 
yang beberapa tahun yang lalu menjabat sebagai menteri kehakiman mengatakan 
bahwa sebutan rumah penjara itu di Indonesia sejak bulan April telah diubah 
menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan menjelaskan sebagai pemberian sebutan 
yang baru kerumah penjara sebagai Lembaga pemasyarakatan dapat diduga 
mempunyai hubungan yang erat dengan gagasan beliau untuk menjadikan 
Lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata untuk 
membina atau mendidik orang terpidana agar mereka itu setelah selesai 
menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri 
                                                          
12Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008 
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dengan kehidupan yang berada di lingkungan Lembaga pemasyarakatan 
nantinya.13  
Dalam Lembaga pemasyarakatan dilakukan pemisahan atas dasar sebagai 
berikut:14 
a. Laki-laki dan wanita; 
b. Orang yang sudah dewasa dan anak-anak dibawah usia 16 tahun; 
c. Orang yang menjalankan pidana yang bersifat membatasi kebebasan 
mereka dengan orang tahanan lain; 
d. Orang militer dengan orang sipil. 
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan 
bagi warga binaan pemasayarakatan berdarakan sistem, kelembagaan dan cara 
pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan 
pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program 
pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, 
agama dan jenis tindak yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan 
bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan , 
yaitu mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.15 
 
 
                                                          
13P. A. F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan ketiga (III). (Bandung: 
Armico, 2008), h. 180. 
14Dwidja Priyatno , Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. (Bandung: Rifka 
Aditama, 2006), h. 198. 
15Djisman Samosir, Hukum Penologi dan Pemasyaratan.  (Bandung: Nuasa Aulia, 2012),  
h. 128. 
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3. Sistem Pemasyarakatan 
Sistem pemasyarakatan suatu tatanan mengenai arah, batas, serta cara 
pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina dengan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas hidup dari warga binaan sehingga dapat menyadari 
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kesalahan hingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.16 
Sejak tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahurkan apa yang 
dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dicetus oleh 
Suhardjo pada tahun 1964 di antaranya menyebut bahwa tujuan pidana penjara 
yaitu di samping menimbukan rasa derita pada narapidana karena kehilangan 
kemerdekaan bergerakm membimbing narapidana agar berobat, mendidik agar 
menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Mustafa yang menutip pendapat 
dari Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap 
terpidana yang didasarkan pada pandangan: 
1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 
meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana 
bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang 
dan diperlakukan sebagai manusia. 
2. Tiap orang adalah makhluk kemasayarakatan, tidak ada orang yang hidup 
di lupa masyarakat, narapidana harus kembali kemasayarakatan, tidak 
ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke 
                                                          
16Sri Rahayu Amri, “Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu 
Narkoba”. Jurisprudentie Vol 5 No 2 Desember 2018, 199 . http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/6016/5616. di akses 26 Februari 2019 
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masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak 
terbelakang. 
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi 
perlu diusahakan upaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan 
mendapatkan upah untuk pekerjaannya.17 
Pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan : 
“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenaik arah dan batas 
serta cara pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 
yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga binaan Pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 
aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggung jawab.” 
 
Sistem pembinaan  narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali 
ditemukan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan 
dari pidana penjara, yakti disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana 
agar bertobat, mendidik supaya menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang 
berguna, atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah 
pemasyarakatan.18 
4. Pengertian Warga binaan  
Warga binaan atau Narapidana adalah sorang yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud lembaga 
pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau 
warga binan. 
                                                          
17 Marlina, Hukum Panitensier. (Bandung: Refika Adtama, 2011), h. 123-124. 
18 Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Panintesier Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), h. 166. 
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Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan 
menyebut bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik 
pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. 
Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi 
yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada 
setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang 
ini yaitu diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yang terdapat dalam 
pasal 10 yaitu:19 
Pidana pokok terdiri dari: 
a. Pidana penjara 
b. Pidana kurungan 
c. Pidana denda 
Pidana tambahan terdiri dari: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim. 
5. Hak- hak Warga binaan 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah memperoleh haknya sejak 
lahirnya kedunia ini yaitu hak untuk hidup serta mempunyai kehidupan sesuai 
dengan harkat dan martabatnya masing-masing, mendapat pengakuan dan 
perlakuan yang sama di depan hukum. 
                                                          
19Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 14. 
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Untuk memperoleh sesuatu hak, manusia tidak terlepas dari kewajiban yang 
dilakukannya. Jadi hak dan kewajiban tidak terlepas satu sama lainnya dan 
mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Untuk memperoleh haknya, 
manusia terlebih dahulu harus melaksanakan kewajibannya. 
Hak-hak narapidana di dalam UU Pemasyarakatan telah ditentukan bahwa 
setiap narapidana mempunyai hak-hak yang sah, dan petugas Lembaga 
Pemasyarakatan wajib menghormatinya serta menjungjung tinggi hak-hak 
narapidana tersebut. Adapun hak-hak narapidana tersebut seperti yang dirumuskan 
dalam Pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan, hak narapidana yaitu: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; 
b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. Menyampaikan keluhan;  
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang; 
g. Mendapatkan upah, atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 
lainnya; 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. Mendapat kesempatan berAsimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. Mendapat cuti menjelang bebas; 
20 
 
 
 
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Menurut P.A.F. Lamintang, hak-hak narapidana telah ditentukan dalam 
manual kemasyarakatan yaitu setiap narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang 
sah menurut peraturan yang berlaku.20 
 
B. Sistem Pemindanaan  
1. Sistem Pemidanaan Di Indonesia 
Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:21  
“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan 
sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya 
(berechten).”  
 
Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian 
dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:22  
“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu 
alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan 
masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh 
setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak 
pidana.“  
 
Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu 
sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan 
tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan 
hanya diminimalisir intensitasnya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh 
Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus 
dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas 
                                                          
20P. A. F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan ketiga (III). (Bandung: 
Armico, 2008), h. 28. 
21Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia, Alfabeta, 2010, h. 21. 
22Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Kencana 
Prenada, 2005), h. 98. 
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toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat 
dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang 
berbeda antara yang satu dengan yang lain.  Namun, tindak pidana juga tidak 
dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat 
menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum 
menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu 
sediri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk 
membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan 
dapat tercapai atau tidak. Kemudian Sudarto berpendapat:23 
“Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.”  
 
Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. 
Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa apa yang 
dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar tindak 
pidana. Kemudian Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus dapat membuat 
orang takut dan jera sehingga orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. 
2. Teori-teori Pemidanaan 
Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori 
pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori 
tersebut sebagai berikut :  
 
                                                          
23Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: 
Alumni, 1998), h. 2.  
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a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)  
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent 
dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak 
bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana 
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan 
tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah 
pembalasan (revegen).  
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi24 bahwa :  
“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan 
atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada 
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-
mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan 
akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 
yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan 
tuntutan keadilan.” 
 
Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu 
tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum 
dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk 
membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.  
Menurut Vos25 bahwa : 
“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan 
pembalasan obyektif. Pembalasan 20 subyektif adalah pembalasan 
terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah 
pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia 
luar.“ 
                                                          
24Andi Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana.(Jakarta: Sinar Grafika, 
2005), h. 11. 
25Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya.(Jakarta: 
PT Rineka Cipta, 1993), h. 27. 
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b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)  
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 
Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan 
dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan 
tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak 
berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 
Menurut Muladi26 tentang teori ini bahwa :  
“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi 
sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat 
menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, 
yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka 
bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” 
 
Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana 
pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan 
kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang 
ditujukan ke masyarakat.  
Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan 21 menempatkan pelaku 
kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk 
menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku 
agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah 
panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat 
jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga 
                                                          
26Andi Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005), h. 11. 
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nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai 
manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 
c. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)  
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan 
pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip 
relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini 
bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan 
sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab 
tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa 
tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku 
terpidana di kemudian hari.  
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List27 dengan 
pandangan sebagai berikut :  
1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat. 
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.  
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-
satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri 
akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya 
sosialnya.  
 
Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar 
pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan 
terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.  
                                                          
27Djoko Prakoso, Hukum Panintesier Di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 47. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, 
yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau 
yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. 
Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata 
kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat 
tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau 
pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. 
C. Asimilasi 
1. Pengertian Asimilasi 
Asimilasi berasal dari bahas latin yaitu assimilare yang berarti “menjadi 
sama”.28 Berdasarkan pengertian Asimilasi terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan 
yang dimana setiap narapidana dapat bekerja dan berbaur ke masyarakat di luar 
Lembaga Pemasyarakatan tetapi dalam pengawasan pegawai. Undang-undang no 
12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan Asimilasi yang 
merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaur dalam 
masyarakat yang dalam pasal 14 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan 
berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.29 Merupakan hak dari 
narapidana akan tetapi untuk memperoleh hak berupa Asimilasi narapidana harus 
memenuhi syarat tertentu terlebih dahulu yang tidak di atur dalam Undang-
undang Pemasyarakatan berdasarkan  pasal 14 ayat (2) yang berbunyi ketentuan 
mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaskanaan hak-hak narapidana 
                                                          
28D. Hendrapuspito, Sosiologi Semantik.(Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 233. 
29Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 
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sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.30 
Maka untuk mengetahui syarat dan tata cara Asimilasi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga  Binaan Pemasyarakatan dalam Pasa 36 ayat (1) Narapidana dan Anak 
Didik Pemasyarakatan mendapatkan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 dengan ketentuan:31 
a.  untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 
(satu per dua) masa pidana; 
b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan 
di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama; 
c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 
d. berkelakuan baik. 
Pemberian Asimilasi kepada narapidana tidak langsung berikan begitu saja 
ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan program pembinaan 
Asimilasi. 
2. Syarat Pemberian Asimilasi bagi Warga binaan 
Pemberian Asimilasi tidak hanya di berikan kepada narapidana ada 
beberapa syarat yang harus di penuhi oleh narapidana berdasarkan Peraturan 
Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 44 yaitu: 32 
a. Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana 
b. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud Ayat 
(1) harus memenuhi syarat: 
                                                          
30Pasal 14 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999  
31Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI  Nomor 32 Tahun 1999 
32Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 
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1) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman 
disiplin dalam kurun waktu 6 (Sembilan) bulan terakhir; 
2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; 
3) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. 
Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 
dibuktikan dengan melampirkan dokumen berdasarkan  pasal 46: 33 
a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan 
pengadilan; 
b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai degan 
putusan pengadilan; 
c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala 
LAPAS; 
d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; 
e. Salinan register F dari Kepala LAPAS; 
f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; 
g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak 
melakukan perbuatan melanggar hukum; 
h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau 
lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau 
yayasan yang diketahiui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain 
yang menyatakan 
                                                          
33Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 
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4) Narapidana yang tidak melarikan diri dan tidak melakukan 
perbutan melanggar hukum; dan 
5) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama 
mengikuti program Asimilasi. 
3. Tata Cara Pemberian Asimilasi bagi Warga binaan 
a. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi 
pemasyarakatan. 
b. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaiamana dimaksud merupakan 
sistem informasi pemasyarakatan yang terintregrasi antara unit 
pelaksanaan teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan 
Direktorat Jendral. 
D. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi bagi Warga binaan  
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 
Ayat 1 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan berasmilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga, Pasal 22 Ayat 1 berbunyi Anak Pidana memperoleh hak-
hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g, Ayat 2 berbunyi ketentuan 
mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. Dalam hal ini berkenaan dengan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
binaan Pemasyarakatan, Pasal 36 berbunyi setiap narapidana dan anak didik 
Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi. Segala sesuatu yang di atur 
berkenaan dengan hak nadapidana untuk mendapatkan Asimilasi. Dan kemudian 
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bebrapa syarat dan tata cara bagi narapidana yang ingin mendapatkan Asimilasi 
pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  Nomor 3 Tahun 
2018 Bab III Bagian Kesatu tentang syarat pemberian Asimilasi bagi narapidana, 
Bagian Kedua tentang syarat pemberian Asimilasi bagi anak, Bagian Ketiga tata 
cara pemberian Asimilasi, Bagian Keempat pelaksanaan Asimilasi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang 
digunakan dalam proses penelitian34. Sebagaimana telah diketahui, metode 
penelitian ini memakai persyaratan-persyaratan yang ketat untuk bisa memberikan 
penggarisan dan bimbingan yang cermat dan teliti. Syarat-syarat ini dituntut untuk 
memperoleh ketepatan, kebenaran, dan pengetahuan yang mempunyai nilai ilmiah 
tinggi.  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan 
kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan 
penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 
terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu 
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang 
terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-
fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul 
kemudian masuk kedalam identifikasi masalah yang pada akhirnya masuk pada 
penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena 
hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum dan Hak terhadap Warga binaan 
dalam pemberian Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar. 
                                                          
34Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial.(Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 
20. 
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2. Lokasi Penelitian 
Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada 
penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar.  
B. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 
sistem kehidupan yang  nyata35. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan 
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan 
terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Pemberian Cuti Menjelang Bebas 
di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan 
mengenakan alat pengukuran atau alat pengambil data, langsung pada subyek 
sebagai sumber informasi yang dicari.36 Data primer yang diungkap dalam 
penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas I Makassar terhadap pemberian cuti menjelang bebas kepada warga binaan. 
                                                          
35Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum.(Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia Press, 1986), h.51. 
36Saifudin Azwar, Metode Peneltian.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91 
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Data sekunder adalah data pendukung yang meliputi dokumen resmi 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang berkaitan dengan topik 
penelitian ini. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah subyek darimana data penelitian diperoleh.37 Dalam hal 
ini, sumber data merupakan sumber atau asal infomasi diperoleh. Adapun sumber 
data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data primer 
Data primer adalah sumber data utama dalam penelitian. Sumber data 
yang diperoleh langsung dari informasi, dalam hal ini informasi yang 
dimaksud adalah Pegawai Lembaga berjumlah 151 orang dan Warga binaan 
berjumlah 929 orang. 
b. Data sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen 
resmi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  Makassar, notulen, agenda, dan 
lain-lain. 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 
Menurut Sugiyono38 pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan 
data. Untuk seorang peneliti harus memiliki metode dalam pengumpulan data 
                                                          
37Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetak 
Kedua.(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107 
38Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
Cet.20.(Bandung: Alfabate, 2013), h. 308. 
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yang akurat untuk penelitiannya. Sehingga didalam penelitian ini ada tiga(3) 
metode (Cara) yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu : 
1. Obeservasi 
Teknik pengumpulan data dengan obsevasi digunakan bila penelitian 
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 
bila responden yang diamati tidak terlalu besar39. Penelitian melakukan 
pengamatan secara langsung kepada narapidana yang berada di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Observasi yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah observasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegitan 
orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegitan tersebut. Penulis 
akan mengobservasi kegiatan pembinaan terkait dengan Asimilasi di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelasi I Makassar. Metode observasi adalah 
suatu metode yang digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 
sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.40 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki 
komunikasi langsung antara peneliti dengan reponden.  Dalam hal ini  
jumlah responden yang peneliti akan wawancarai adalah 14 orang yang 
terdiri 4 pegawai Lembaga, 4 orang masyarakat Makassar dan 6 orang 
warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
 
 
                                                          
39Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
Cet.20.(Bandung: Alfabate, 2013), h. 308. 
40Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach.(Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 136 
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3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang  berupa catatan, trankrip, buku, surat 
kabarm majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagiannya41. 
Menurut penulis, teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan 
data dengan mengumpulkan beberapa fakta berupa gambar atau dokumen 
yang berkaitan dengan penelitian ini yang ada di lokasi penelitian. 
E. Tekhnik Analisis Data 
Data dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman kepada peraturan 
perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara yuridis empiris adalah 
dengan mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan data kenyataan di lapangan 
sesuai dengan permasalahan penelitian ini. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan 
sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Semua data dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal 
yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya dicari 
tema dan polanya sehingga tesusun secara sistematis dan mudah dipahami 
 
 
 
                                                          
41Purwono, Dasar-Dasar Dokumentasi.(Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h. 23. 
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2. Display Data 
Teknik yang digunakan oleh peneliti agar data yang di peroleh yang 
banyak jumlahnya dapat dikuasai dan dipilih secara fisik dan dibuat dalam 
bagan. Membuat display merupakan analisis pengambilan keputusan. 
3. Verifikasi Data 
Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka 
mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya. Jika pada 
awalnya, data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan 
bertambahnya data yang diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya 
ditemukan suatu kesimpulan dengan mengelola data dilapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 
I Makassar 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja 
Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi selatan yang 
bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga binaan 
Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis subtantif maupun administratif. 
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas I Makassar pada mulanya berlokasi di jalan 
Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akhirnya pindah ke lokasi yang baru 
yakni di jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar. Kondisi bangunan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara umum masih memenuhi persyaratan. 
Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling berikut 
pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos- pos pengamanan seperti 
pos atas masih dalam kondisi baik. 
LAPAS kelas I Makassar memiliki Visi : Terwujudnya warga binaan 
pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki 
kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan. Dengan 
diiringi Misi : 
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Warga binaan Pemasyarakatan 
2. Melaksanakan Pembinaan narapidana / anak didik 
3. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi 
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4. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakan suasana aman 
dan tertib 
5. Mewujudkan kepastian hukum Warga Binaan Pemasyarakatan 
Adapun sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan di LAPAS 
Kelas I Makassar itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP yang awalnya 
sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, seperti : 
1. Kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Kualitas Intelektual 
3. Kualitas sikap dan prilaku 
4. Kualitas professional/keterampilan 
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani 
Itu semua pada dasarnya demi terwujudnya pelaksanaan sistem Pemasyarakatan 
dengan menyisipkan target menurunnya angka pelarian dan gangguan keamanan 
dan ketertiban, Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas 
sebelum waktunya melalui proses Asimilasi dan integrasi, Semakin menurunnya 
angka residivis, Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang 
menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya subkultur penjara, sehingga akan 
menghindari yang namanya over kapasitas.42 
Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 
2018 ditentukan syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana 
 
                                                          
42 Rusdi, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar,  26 
Oktober 2018). 
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1. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana 
2. Narapidana yang diberi Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi syarat: 
a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman 
disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; 
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 
c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. 
Dalam pasal 45 ayat (1) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan 
tindak terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, 
korupsi,kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia 
yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat 
diberika setelah memenuhi syarat :43 
a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman 
disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; 
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan  
c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 
(sembilan) bulan. 
Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi 
Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus 
memenuhi syarat:  
a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh 
LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 
                                                          
43Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI  Nomor 03 Tahun 
2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
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b. menyatakan ikrar: 
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis 
bagi Narapidana warga negara Indonesia; 
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 
tertulis bagi Narapidana warga negara asing. 
Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi 
Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus 
memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai 
dengan putusan pengadilan. 
Kemudian pada Pasal 46 ayat (1) dalam Peraturan diatas, Syarat pemberian 
Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan 
melampirkan dokumen: 
1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan 
pengadilan; 
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan 
putusan pengadilan;  
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala 
LAPAS;  
4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;  
5. Salinan register F dari Kepala LAPAS;  
6. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;  
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7. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak 
melakukan perbuatan melanggar hukum;  
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga 
sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang 
diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 
a. narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan peruatan 
melanggar hukum; dan 
b. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama 
mengikuti program Asimilasi. 
Ayat (2) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain 
harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus 
melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala 
LAPAS dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 
Ayat (3) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain 
harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus 
melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang 
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. 
Ayat (4) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: 
1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah 
ditentukan dari: 
a. kedutaan besar/konsulat Negara; dan 
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b. keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan 
dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 
2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari 
kewajiban memiliki izin tinggal. 
Ayat (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan 
oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi. 
Ayat (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung 
sejak tanggal permohonan diterima.44 
Berdasarkan data yang Penulis peroleh sampai dengan bulan Oktober 2018 
terdapat 929 Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
sebagaimana terinci pada table berikut : 
 Tabel I 
Pengelompokan WBP berdasarkan umur 
 
Tanggal  : 24 Oktober 2018 
Daya Tampung  : 740 Orang 
 
No. Umur Warga binaan Pemasyarakatan  Jumlah 
1. 17 tahun kebawah 41 
2. 18 tahun sampai dengan 20 tahun 58 
3. 21 tahun keatas 863 
 Jumlah Total 952 
Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
 
Berdasarkan table di atas Warga binaan 17 tahun kebawah berjumlah 41 
orang, Warga binaan 18 tahun sampai dengan 20 tahun berjumlah 58 orang, 
                                                          
44Pasal 46 Ayat 1-6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI  Nomor 03 Tahun 2018 
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
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Warga binaan 21 tahun keatas berjumlah 853 orang sehingga jumlah keseluruhan 
952 orang, dengan demikian daya tamping di lembaga pemasyarakatan hanya 740 
orang sedangkan jumlah warga binaan  952 orang mengakibatkan over kapasitas. 
Tahapan proses pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan pemerintah 
Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa:  
1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;  
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 
(tiga) tahap yaitu:  
a. Tahap awal;  
b. Tahap lanjutan, dan  
c. Tahap akhir.  
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui 
sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data Pembina 
pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan 
dan wali narapidana.  
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil 
pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. 
Dalam tahap awal menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana, 
petugas pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi, serta pembinaan 
kepribadian yaitu petugas LAPAS melakukan pengamatan, pengenalan, dan 
penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Petugas kemasyarakatan 
melakukan pembinaan terhadap kepribadian narapidana. Pembinaan ini 
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dilaksanakan saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 
(satu per tiga) masa pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana 
berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan 
bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan Pembinaan 
kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga 
pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum. Jika selama menjalankan masa 
admisi orientasi itu seorang narapidana melakukan suatu pelanggaran hukum, 
maka setelah menerima laporan tertulis dari wali narapidana, Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan dapat memerintahkan:  
1. Untuk mengamankan dan menempatkan narapidana yang bersangkutan 
dalam sebuah sel khusus;  
2. Kepada bagian keamanan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan dan menuangkan 
hasilnya dalam sebuah berita acara.  
Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah narapidana menjalani 1/3 (satu per 
tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian 
lanjutan. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada 
tahap awal. Narapidana juga diberikan pembinaan kemandirian berupa 
keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk 
mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai 
dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha 
industri/ pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya/tinggi. Apabila 
narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada 
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narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan 
ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan yang menegah 
(medium security).  
Selanjutnya setelah narapidana mempunyai perkembangan yang baik dan 
menjalani 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, maka 
wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri 
dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap 
awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya. Pada tahap ini 
pembinaan masih dilaksanakan dalam LAPAS dalam pengawasan menengah. 
Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 
(dua per tiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah 
memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan Pembebasan 
Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum.  
Pada tahap akhir, setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 (dua 
per tiga) masa pidana maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan 
tahap akhir. Pembinaan tahap akhir ini yaitu berupa kegiatan perencanaan dan 
pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan 
sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang 
memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. 
Pembinaan dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh 
Balai Pemasyarakatan (Bapas).  
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Selanjutnya pada tabel III dibawah ini adalah Data Warga binaan yang 
memenuhi syarat pada Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar yaitu sebagai berikut: 
 Tabel III 
Data Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
 
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 
ASIMILASI 36 24 30 17 22 
Cuti 
Mengunjungi 
Keluarga(CMK) 
5 2 8 6 2 
Cuti 
Bersyrat(CB) 
20 28 32 22 34 
Cuti Menjelang 
Bebas (CMB) 
5 0 0 0 0 
Pembebasan 
Bersyarat(PB) 
165 170 183 189 152 
JUMLAH 231 224 253 228 210 
Sumber: : Seksi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
 
Berdasarkan table di atas Warga binaan yang mengikuti program Asimilasi 
pada tahun 2014 sebanyak 36 orang, tahun 2015 sebanyak 24 orang, tahun 2016 
sebanyak 30 orang, tahun 2017 sebanyak 17 orang, tahun 2018 sebanyak 22 
orang, program Cuti Mengunjungi Keluarga(CMK) pada tahun 2014 sebanyak 5 
orang, tahun 2015 sebanyak 2 orang, tahun 2016 sebanyak 8 orang, tahun 2017 
sebanyak 6 orang, tahun 2018 sebanyak 2 orang, program Cuti Bersyarat(CB) 
pada tahun 2014 sebanyak 20 orang, tahun 2015 sebanyak 28 orang, tahun 2016 
sebanyak 32 orang, tahun 2017 sebanyak 22 orang, tahun 2018 sebanyak 34 
orang, program Cuti Menjelang Bebas(CMB) pada tahun 2014 sebanyak 5 orang, 
tahun 2015-2018 kosong, program Pembebasan Bersyarat(PB) pada tahun 2014 
sebanyak 165 orang, tahun 2015 sebanyak 170 orang, tahun 2016 sebanyak 183, 
tahun 2017 sebanyak 189 orang, tahun 2018 sebanyak 152 orang, dapat penulis 
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simpulkan program Pembebasan Bersyarat jumlah yang paling banyak setiap 
tahunnya, sedangkan jumlah program Asimilasi pada setiap tahunnya naik turun 
sehingga penulis menarik pernyataan mengapa jumlah Warga binaan yang 
mendapatkan program Asimilasi sedikit sedangkan jumlah Warga binaan 
berjumlah 952 orang. 
Untuk program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 
apabila syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana diatas sudah 
dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan 
untuk melakukan Asimilasi ke bagian Bimbingan Pemasyarakatan (Bimaswat), 
yang nantinya setelah diadakan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan 
(TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan Asimilasi 
tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Makassar. Dari Kepala 
Kantor Wilayah Hukum dan HAM inilah nantinya yang akan memutuskan 
diterima atau ditolaknya usulan permohonan Asimilasi narapidana bersangkutan. 
Apabila nantinya diterima maka usulan tersebut akan diteruskan kepada Menteri 
Hukum dan HAM guna mendapatkan persetujuan dan jika mendapatkan 
persetujuan maka narapidana dapat melaksanakan Asimilasi.  
Bentuk kegiatan Asimilasi yang dilakukan selama Januari – Oktober 2018 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar antara lain: Cuci Motor, Pertanian, 
Pertanian Sebelah Barat, Korvey Buruh Bangunan Lembaga Pemasyarakaran, 
Pelatihan Bercocok Tanam Luar Lembaga Pemasyarakatan, Pelatihan Peternakan 
Luar Lembaga Pemasyarakatan, Perlatihan Bengkel Las Lembaga 
Pemasyarakatan dan lain-lain.  
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Bertolak dari syarat dan tata cara berAsimilasi, Penulis melakukan 
penelitian terhadap 3 (tiga) orang narapidana dari 22 (dua puluh dua) orang yang 
mengikuti program Asimilasi dan 3 (tiga) orang yang tidak mengikuti program 
Asimilasi. Berdasarkan usul Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS Kelas I 
Makassar. Berikut narapidana yang mendapatkan Asimilasi pada tahun 2018 : 
NAMA Jumari Dg. Jama 
Andi 
Muhammad 
Ma’ruf Bin Andi 
Asmar 
Hamaluddin Bin 
Nusu 
JENIS KELAMIN Laki-laki Laki-laki Laki-laki 
NO. REGISTRASI BI.399/2016 BI.238/2014 BI.16/2015 
1/2 MASA PIDANA 13-10-2018 18-03-2018 05-03-2018 
TGL. MULAI 
ASIMILASI 
29-10-2018 29-10-2018 29-10-2018 
EKSPIRASI 21-04-2022 11-10-2026 16-01-2024 
BENTUK DAN 
TEMPAT 
ASIMILASI 
Pertanian 
Pertanian 
Sebelah Barat 
Korvey Buruh 
Bangunan 
PETUGAS 
PENGAWAS 
AM. Iqra 
Perdana Arief 
Adi Sucipto, SE 
M.Yusuf Rusli, 
SH 
Sumber : Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
Berdasarkan table di atas nama Jumari Dg. Jama, jenis kelamin laki-laki, 
nomor registrasi BI.399/2016, ½ masa pidana 13-10-2018, tanggal mulai 
Asimilasi 29-10-2018, ekspirasi 21-04-2022, bentuk dan tempat Asimilasi 
Pertanian, petugas pengawas AM. Iqra Perdana Arief, mengatakan proses 
Asimilasi yang dia jalani sangat memudahkan untuk berinteraksi di luar terutama 
keluarga, hanya saja adanya kesenjangan antara masyarakat bertani yang tidak 
senang dengan kehadirannya. Nama Andi Muhammad Ma’ruf Bin Adi Asmar, 
jenis kelamin laki-laki, nomor registrasi BI.238/2014, ½ masa pidana 18-03-2018, 
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tanggal mulai Asimilasi 29-20-2018, ekspirasi 11-10-2026, bentuk dan tempat 
Asimilasi Pertanian Sebelah Barat, petugas pengawas Adi Sucipto, SE, 
mengatakan adanya ketidak adilan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terkait 
program pembinaan Asimilasi yang di berikan, seperti penempatan atau 
pembinaan yang dijalani dengan narapidana yang lain. Nama Hamaluddin Bin 
Nusu, jenis kelamin laki-laki, nomor registrasi BI.16/2015, ½ masa pidana 05-03-
2018, tanggal Asimilasi 29-20-2018, ekspirasi 16-01-2024, bentuk dan tempat 
Asimilasi Korvey Buruh Bangunan, petuas pengawas M Yusuf Rusli, SH, 
mengatakan tidak adanya bantuan dari pihak ketiga untuk program pembinaan 
Asimilasi.45  
Berdasarkan wawancara terhadap 3 narapidana yang berAsimilasi, penulis 
mewawancarai 3 orang yang tidak mendapatkan Asimilasi, Andi Kahar bin Ical 
mengatakan tidak memenuhinya syarat untuk berAsimilasi dikarenakan masih ada 
pelanggaran yang dia lakukan, Dg. Iwang mengatakan dirinya masih belum 
mencukupi 1/2 dari masa pidananya, dan adanya kekurangan motivasi untuk 
berAsimilasi dikarenakan tidak ingin berbaur dengan masyarakat yang 
menganggap narapidana adalah seorang penjahat, Andi Mappaewa mengatakan 
dirinya tidak memiliki skill ataupun kemampuan untuk berAsimilasi.46  
Pelaksanaan Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
seluruhnya dilakukan di lingkungan LAPAS yang wewenangnya berada ditangan 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat pertimbangan dari Tim 
                                                          
45Jumari Dg. Jama, Andi Muhammad Ma’ruf Bin Andi Asmar, Hamaluddin Bin Nusu, 
Wawancara, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar,  2 November 
2018). 
46 Andi Kahar bin Ical, Dg. Iwang, Andi Mappaewa, wawancara, Narapidana Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar,  2 November 2018). 
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Pengamat Pemasyarakatan (TPP), setiap narapidana yang mengikuti proses 
Asimilasi didampingi oleh seorang petugas LAPAS yang bertugas mengawasi 
aktivitas narapidana selama berAsimilasi, petugas tersebut nantinya akan 
membuat laporan pengawasannya yang akan diberikan ke Pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar, atas laporan inilah pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar atas nama Menteri Hukum dan HAM akan 
memutuskan apakah narapidana yang bersangkutan berhak melanjutkan 
Asimilasinya atau bahkan Asimilasinya akan dicabut, narapidana yang 
berAsimilasi biasanya memulai kegiatannya pada pukul 08.30 pagi sampai 11.30 
siang setelah itu narapidana tersebut akan kembali ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk makan siang kemudian melanjutkan 
kegiatannya pada pukul 13.00 hingga 16.00 sore, pada umumnya narapidana yang 
berAsimilasi memiliki keahlian khusus sesuai dengan bentuk Asimilasi yang 
mereka jalani sehingga mereka tidak memerlukan lagi bimbingan kerja khusus 
dari pihak LAPAS, hasil karya berupa kerajinan tangan contohnya asbak rokok 
yang terbuat dari Koran, dari narapidana yang berAsimilasi biasanya dipasarkan 
kepada masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar tetapi ada 
juga pegunjung narapidana yang biasa berminat untuk membeli hasil karya 
narapidana tersebut. Hasil penjualannya nantinya akan dibagi 5% untuk 
narapidana dan selebihnya untuk negara melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
I Makassar, bimbingan kerja untuk Warga binaan Pemasyarakatan juga menjadi 
salah satu program pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar bertujuan 
untuk pelatihan kerja dan mengisi waktu luang, sehingga diharapkan setelah 
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narapidana bebas nantinya mereka dapat hidup mandiri dengan keahlian yang 
dibekali selama dalam LAPAS.47 
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberian Asimilasi Bagi Warga 
binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar 
1. Hambatan internal  
Permasalahan terkait narapidana residivis tidak dapat menjalankan 
Asimilasi, narapidana yang menjalankan pidana kurungan denda tidak dapat 
menjalankan Asimilasi, narapidana yang berkelakuan buruk juga tidak dapat 
menjalankan Asimilasi.48 Proses mendapatkan izin Asimilasi harus sesuai dengan 
syarat dan ketentuan, tidak terdaftar di buku Register F yaitu pelanggaran yang 
lakukan oleh narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 
03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti 
Bersyarat. Dari banyaknya jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar sesuai data di bulan oktober pemberian Asimilasi berjumlah 22 orang, 
sehingga menurut hasil wawancara faktor penghambat narapidana yang tidak 
mendapatkan Asimilasi dikarenakan tidak memiliki kemampuan/skill dan 
keterampilan meski telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana, kurangnya 
motivasi dari pihak lembaga pemasyarakatan terkait dengan program Asimilasi 
melihat kondisi yang berAsimilasi di Luar Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai 
                                                          
47 Rusdi, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar,  2 
November 2018). 
48M. Romadlon Afwan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 
(Makassar,  2 November 2018). 
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dengan keinginan narapidana yaitu mampu berinteraksi dengan masyarakat meski 
masih dalam masa pidana di Lembaga Pemasayarakatan. 
2. Hambatan eksternal 
Faktor kebudayaan masayarakat wilayah Makassar yang di dominasi oleh 
masayarakat suku bugis cenderung memiliki stigma negatif terhadap narapidana 
dan memilih untuk menjauhi narapidana karena mereka berbahaya. Peranan 
masyarakat dalam proses Asimilasi dibagi menjadi dua yaitu peran masyarakat 
saat proses pemberian izin Asimilasi dan saat pelaksanaan Asimilasi. Peran 
masyarakat ketika proses pemberian izin Asimilasi berkaitan erat dengan adanya 
peran keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana sebagai 
bagian dari syarat administrative. Keluarga adalah wujud dari masyarakat terkecil 
dan terdekat dengan narapidana. Dengan bersedia memberikan surat jaminan 
untuk narapidana, keluarga telah memberikan dukungan kepada narapidana untuk 
berbaur kepada masyarakat di sekitar LAPAS, sehingga menumbuhkan 
kepercayaan diri narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. 
Selain itu di dalam surat jaminan tersebut terdapat tanda tangan Lurah dan Kepala 
Desa. Hal ini menandakan bahwa masyarakat daerah asal narapidana yang 
diwakili oleh pejabat desa atau kelurahan juga memberikan dukungan kepada 
narapidana tersebut. 
Peran masyarakat ketika peaksanaan Asimilasi dilihat dari tinggi rendahnya 
antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar LAPAS untuk bersosialisasi dengan 
narapidana selama mengikuti program kerja Asimilasi. Berdasarkan observasi 
penulis, interaksi terhadap pengunjung masih terbatas karena letak tempat kerja 
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untuk Asimilasi narapidana sedikit jauh dari tempat pengunjung LAPAS yang 
membesuk Narapidana. Sehingga menurut penulis, kemungkinannya kecil terjadi 
interaksi antara Narapidana yang berAsimilasi dengan pengunjung karena 
Narapidana hanya terfokus berada di dalam ruang kerja tersebut. 
Untuk Asimilasi Luar LAPAS, penulis mewawancarai salah satu pekerja 
jasa cuci motor/mobil Peran masyarakat dalam proses Asimilasi dapat dirasakan 
secara langsung dengan banyaknya orang-orang yang menggunakan jasa cuci 
motor tersebut. Jasa cuci motor LAPAS sangat ramai, bahkan seringkali para 
pekerja menolak pekerjaan dengan alasan keterbatasan tenaga pekerja dan alat. 
Selain itu, masyarakat berinteraksi dengan ramah kepada narapidana. Sesekali 
disela-sela melakukan pekerjaannya, narapidana bertegur sapa dan mengobrol 
dengan pelanggan jasa cuci motornya.49 
Peran masyarakat dalam Asimilasi Kerja Sosial ini dapat dilihat dari sikap 
bersedianya CV Sarana Kontruksi bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas I Makassar untuk memberikan kesempatan kepada narapidana menjadi 
Buruh Bangun di lokasi tersebut. Interaksi yang terjadi antara narapidana dengan 
beberapa masyarakat saat di lokasi. Melalui Asimilasi ini, secara langsung terjadi 
pembauran antara narapidana dengan masyarakat di lingkungan tempat ia 
berAsimilasi sesuai dengan hakikat dari Asimilasi di dalam perundangundangan. 
Asimilasi ini berjalan efektif dengan ditandai bahwa narapidana setelah bebas dari 
lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat, yaitu narapidana 
tersebut kini bekerja sesuai pekerjaaanya. Berdasarkan wawancara penulis dengan 
                                                          
49 Aryadi, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar: 6 
November 2018). 
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warga masyarakat sekitar Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Makassar, tiga dari 
empat narasumber menolak bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
I A Makassar untuk melaksanakan Asimilasi dengan alasan takut narapidana 
tersebut akan mengulangi kejahatannya dan menyebabkan kerugian terhadap 
usaha yang dijalankan oleh narasumber.50 Sedangkan untuk narasumber keempat, 
bersedia bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar karena 
narasumber tersebut telah memiliki pengalaman berinteraksi dengan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.51 Keadaan tersebut apabila dikaitkan 
dengan Teori tentang Bekerjanya Hukum dalam masyarakat menurut Robert B. 
Seidman, bekerjanya hukum dalam hal ini hukum untuk mencapai tujuan 
pemasyarakatan dipengaruhi oleh komponen-komponen yaitu lembaga pembuat 
peraturan, lembaga penerapan peraturan dan pemegang peranan.52 Sebaik apapun 
tujuan dari lembaga pembuat peraturan membuat suatu peraturan dan sebaik 
apapun lembaga penerapan peraturan (lembaga pemasyarakatan) menerapkan 
peraturan, tidak akan tercapai tujuan pemasyarakatan apabila tidak mendapat 
dukungan dari pemegang peranan, dalam hal ini masyarakat dan instansi terkait 
lainnya. Sebaik apapun perilaku narapidana itu di dalam lembaga pemasyarakatan, 
apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima maka sia-sia usaha dari 
lembaga pemasyarakatan melaksanakan perintah perundang-undangan. Hal ini 
didukung pula dengan teori tentang sistem hukum menurut Lawrance M. 
                                                          
50 Nurhayati, Melvin, dan Wahyuni, Wawancara, Masyarakat Kota Makassar, (Makassar, 
6 November 2018). 
51Makruf, Wawancara, Masyarakat Kota Makassar, (Makassar, 6 November 2018). 
52Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat.(Bandung, 1980), h. 28.  
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Friedman bahwa tidak berfungsinya komponen masyarakat dipengaruhi oleh 
budaya hukum masyarakat.53 
Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya 
pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk 
mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses 
Asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan 
khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran 
tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat 
kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis 
terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap 
mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak 
ingin berAsimilasi. 
  
                                                          
5317 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Penerjemah: M. 
Khosim, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science 
Perspective (New York: Russel Sage Fundation, 1975). (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 5-6.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana 
Pelaksanaan Asimilasi dilembaga pemasyarakatan sudah berjalan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sudah berjalan sesuai dengan 
peraturan pembinaan narapidana, narapidana yang telah memenuhi syarat yang 
berlaku dia berhak untuk mengajukan untuk berAsimilasi, akan tetapi program 
pembinaan Asimilasi tidak diwajibkan bagi narapidana untuk ikut, mereka berhak 
untuk memilih program pembinaan yang ada, oleh karena itu salah satu kurangnya 
yang mengikuti program Asimilasi hanya 22 orang di tahun 2018. Sedangkan 
yang masih belum sesuai adalah belum diadakannya Asimilasi narapidana dengan 
pihak ketiga. 
Dalam melakukan Asimilasi, narapidana di berikan kesempatan untuk 
berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar dan pengunjung yaitu keluarga yang 
bersangkutan. Pada awalnya narapidana merasa kurang percaya diri untuk 
berinteraksi dengan masyarakat, tetapi dengan keseriusannya ingin berubah 
menjadi lebih baik di tambah dengan bertemu dengan keluarga sehingga 
narapidana dapat mengatasi hal tersebut, akan tetapi setelah berjalannya proses 
Asimilasi banyak perbuatan dan perkataan yang tidak menyenangkan kepada 
narapidana, menganggap narapidana sebagai seorang yang harus dijahui, seorang 
penjahat. Hal ini sampai ke narapidana yang tidak berasimilasi sehingga menjadi 
salah satu faktor penghambat untuk berAsimilasi. 
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2. Faktor penghambatan yang dihadapi dalam proses Asimilasi Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ada dua macam yaitu:  
a. Hambatan internal Hambatan internal terdiri dari masalah terkait lembaga 
pemasyarakatan kurang memotivasi narapidana untuk mengikuti program-
program pembinaan terkhusus Asimilasi, dan masalah terkait Narapidana 
sendiri masih terdapat yang tidak memenuhi syarat, terdapat pelanggaran di 
buku register F, dan tidak memiliki skill dan kemampuaan untuk 
berAsimilasi. 
b. Hambatan eksternal masalah terkait faktor kebudayaaan masyarakat. Peran 
masyarakat dalam proses Asimilasi Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum banyak dirasakan oleh Narapidana 
karena sebagian masyarakat menerima kehadiran narapidana dan sebagian 
tidak bersedia menerima kehadiran narapidana ditengah-tengah lingkungan 
masyarakat. Peran masyarakat dapat dilihat pada saat pengajuan usulan 
pemberian hak Asimilasi yaitu dengan adanya partisipasi dari keluarga dan 
pejabat desa/kelurahan dalam pembuatan surat pernyataan jaminan 
narapidana dari keluarga. Dalam pelaksanaan Asimilasi baru dirasakan pada 
program Asimilasi cuci motor dan mobil dengan banyaknya pelanggan dari 
masyarakat umum dan Asimilasi Kerja Sosial di lembaga sosial. Sedangkan 
untuk program Asimilasi lainnya kurang mendapat respon dari masyarakat 
umum. Selama ini tidak pernah berpartisipasi secara khusus dalam 
pelaksanaan Asimilasi Narapidana dengan alasan keamanan serta telah ada 
pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing 
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B. Saran 
Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang harus di 
perhatikan agar pelaksaan Asimilasi dapat berjalan dengan optimal, diantaranya 
yaitu: 
 
1. Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan motivasi atau dorongan kepada 
narapidana yang memiliki kemampuan/skill dan keterampilan untuk 
berAsimilasi di masyarakat, sehingga apa yang di miliki oleh narapidana dapat 
bermanfaat bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan, Masyarakat, dan Pribadi. 
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih aktif dan berpartisipasi mendukung program 
Asimilasi, misalnya dengan menggunakan jasa yang mereka tawarkan, 
menyumbang peralatan atau bahan baku kepada LAPAS untuk dimanfaatkan 
dalam program Asimilasi, untuk menerima keberadaan Narapidana dengan 
memberikan kesempatan menjalankan Asimilasi Luar dengan pihak ketiga. 
Partisipasi kaum intelektual, seperti mahasiswa juga diperlukan untuk 
mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Narapidana maupun mantan 
Narapidana ada tidak untuk dijauhi melainkan untuk dibimbing kembali ke 
jalan yang benar. Selain itu, partisipasi dari pejabat masyarakat tingkat 
pedesaan, tingkat kecamatan, para pemuka desa dan para pemuka agama 
dimana Narapidana tinggal juga sangat penting, misalnya dengan memberi 
perhatian dengan menjenguk narapidana tersebut, sehingga para pejabat dan 
pemuka masyarakat ini dapat memberikan penjelasan kepada anggota 
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masyarakat lainnya, bahwa Narapidana tersebut telah dibina dan menjadi 
manusia yang lebih baik, sehingga anggota masyarakat memiliki pikiran lebih 
terbuka dan muncul rasa percaya untuk menerima kehadiran Narapidana 
tersebut. 
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